SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 94 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah melakukan
pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah yang meliputi evaluasi
terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah pelaksanaan tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan yang meliputi
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi
Daerah dan keuangan Daerah, rencana program
dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
berkenaan serta Keadaan yang menyebabkan saldo
anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan;

c. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
daerah dan keuangan daerah, rencana program
dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
berkenaan serta keadaan yang menyebabkan saldo
anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan, perlu melakukan
perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2024;



Mengingat

0.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan wuntuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15350,
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun
2006  tentang  Administrasi = Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 149) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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21.
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaranan Negara Republik Indonesia
Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5492) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor  5512)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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28.

29.

30.

31.

32.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6397);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 64006);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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34.

35.

36.

37.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Keolahragaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun Tahun 2024
tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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41.
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007
tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tah un 2017 Nomor 77);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia
Nomor 6793);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada  Partai Politik
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012
tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2013
tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir
Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran
Negara Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan  Atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5539 4815) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor  5883)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6624);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187);
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016
Tentang Besaran Dan Tata Cara Pemberian Bonus
Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggarakan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73.,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);



59.

60.

61l.

62.

63.

64.

65.

66.
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018
tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



67.

68.

69.

70.

71.

72.
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6354);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6368);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020
tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020
tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman,
Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana
Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6540);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6617);



73.

74.

75.

76.

77.
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6619);

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6625);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan
Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6630);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6631);



80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan  Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6634);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6640);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6641);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6646);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6762);



87.

88.

89.

90.
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Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
2024, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemsikinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan = Kesejahteraan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 226);



94.
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Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan
Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 91);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana
telah beberapakali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 82);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
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Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang
Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan
Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
215);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023
Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan
Nasional;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga dalam membantu
meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi
kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 400);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2562 /Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk
Teknis Jaminan Persalinan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
Tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Tahun 547);
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak
Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1500) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk
Pendanaan Pelayanan Kesehatan masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun
2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari
Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada
Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka
Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air
Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara NonKas
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1101);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun
2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor
60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak
Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77595)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.02/2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan
Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 820);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018
tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan
Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
917);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 14
Tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud. (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
658);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun
2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen
Kependudukan Bagi Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
580);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan  Penggunaan = Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1496);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
207 /PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan
Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan
Kewajiban Pemerintah Daerah untuk
Mengalokasikan Belanja Wajib (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1560);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 6);

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan
Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1398);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
26/PMK.07/2021 tentang Dukungan Pendanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi
Pengelolaan Sampah di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 231);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023
tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023
tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 691);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun
2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap
Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023
tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 388);

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 49 Tahun
2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 363);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 799);
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Daerah  sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Dalam  Negeri  Nomor
900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja
Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja
Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja
Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi
Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 236);
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Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran
Daerah Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2024 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Tahun 2014 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2010 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2019 Nomor 14);
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Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19
Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelurahan
Rancaekek Kencana (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2012 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2013 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan
Keterbukaan Informasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2013 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2013 Nomor 15).

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19
Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014
tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 42);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3
Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2016 Nomor 3);



163.

164.

165.

166.

167.

- 31 -

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor
12), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 91);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19
Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jalan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23
Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 30);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13
Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan
Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2018 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 53);
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Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 85);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4
tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan  Daerah (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 47);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Raharja (Lembaran daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan
Lembaran daerah Kabupaten Bandung Nomor 47);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 6,
Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bandung
Nomor 48);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah
Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah  Kabupaten  Bandung Nomor  51)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 95);
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Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13
Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah
Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Kerta Raharja (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan
Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta
Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 61);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5
Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, Dan
Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum
Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 57);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 58);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7
Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan
Pengembangan Desa Wisata (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 59);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah
Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 62);
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Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi
Kreatif (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 64);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemajuan
Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 65);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6
Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 66);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 67) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 95);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10
Tahun 2021 tentang  Perlindungan  Dan
Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 68);
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Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11
Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Non
Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana
Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga
Keuangan Bank (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 77)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
11 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Non
Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana
Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga
Keuangan Bank (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 83);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 72);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
Tahun 2022 Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 73);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4
Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 75);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 76);
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Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 77);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8
Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan
Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 78);

.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10

Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perdagangan
dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 79);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11
Tahun 2022 tentang Pendirian Perusahaan
Perseroan Daerah Bandung Daya Sentosa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 80);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2022 tentang Pembangunan Ketahanan
Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 81);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13
Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah
Bandung Daya Sentosa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 82);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16
Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 84);
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Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19
Tahun 2022 tentang Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2022 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 87);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pelindungan
Pekerja Migran Asal Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 89);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3
Tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 90);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 91);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 94);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 96);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1
Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor
100);
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Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
Penerangan Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2011 Nomor 23);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik
pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 44);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di
Kabupaten Bandung, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati
Bandung Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014
tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala
Desa di Kabupaten Bandung (Berita  Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 87);

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan
Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2016 Nomor 24);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2017
tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan
Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2017 Nomor 25);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2019
tentang Master Plan Smart City Kabupaten
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2019 Nomor 14);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor
127);
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Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus
Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 20
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus
Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2021 Nomor 20);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2021
tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN Pada
Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia
Dini atau Taman Kanak-kanak, SD, dan SMP
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021
Nomor 30);

Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Pembelajaran Pendidikan Keagamaan (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 78)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pembelajaran
Pendidikan Keagamaan (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2022 Nomor 89);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 138 Tahun 2021
tentang Program Petani Bedas Sejahtera (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor
138);

Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Rangka
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2021 Nomor 155);
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Peraturan Bupati Bandung Nomor 160 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pemberian Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan
Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2021 Nomor 160) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung
Nomor 160 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian
Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor
73);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 162 Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal
Non Permanen Berupa Pemberian Pinjaman Dana
Bergulir Kepada Masyarakat Melalui Lembaga
Keuangan Bank (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2021 Nomor 161) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 257 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Bandung Nomor 162 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2021 tentang Penyertaan Modal Non Permanen
Berupa Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kepada
Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Bank
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023
Nomor 257);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2022
tentang Program Kampung Bebenah Desa Sejahtera
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022
Nomor 46);
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Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Pemanfaatan dan Pembagian Bonus Produksi Panas
Bumi (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2022 Nomor 57);

Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang
Road Map Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2022 Nomor 62);

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang
Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Bandung
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2022 Nomor 63);

Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi
Bagi Masyarakat Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor
88);

Peraturan Bupati Nomor 332 Tahun 2022 tentang
Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022
Nomor 332) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 332
Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2023 Nomor 45);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2023
tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
Perencanaan Soreang Tahun 2024-2044 (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 6);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
Perencanaan Baleendah Tahun 2024-2044 (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 7);



224.

225.

226.

227.

228.
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Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2023
tentang Insentif Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan untuk Lahan Sawah Program Petani
Bedas (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2023 Nomor 11);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2023
tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan
Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2023 Nomor 43) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 61
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2023 tentang
Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil
Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2023 Nomor 61);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2023
tentang Program Kelompok Tani Sibedas (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor
49);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 56 Tahun 2023
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 56)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 272 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bandung Nomor 56 Tahun 2023
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor
272);

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan
Insentif Atas Jasa Layanan Pada Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Berita
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 30);



229.

230.

231.

232.

233.

234.
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Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2023
tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis
Standar Biaya Kabupaten Bandung Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2023 Nomor 62);

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak
Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2023 Nomor 71);

Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023
Nomor 75);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2023
tentang Pedoman Umum Pelimpahan sebagian
Kewenangan Bupati kepada Camat untuk
Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 76);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023
tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2023 Nomor 82) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung
Nomor 81 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun
2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2024 Nomor 81);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 116 Tahun 2023
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan
Khusus kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 116);



235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.
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Peraturan Bupati Bandung Nomor 249 tahun 2023
tentang Pelaksanaan Program Sinergitas
Pembangunan Kelurahan Bedas (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 249)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 249 tahun
2023 tentang Pelaksanaan Program Sinergitas
Pembangunan Kelurahan Bedas (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 249);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2023
tentang Pegawai Badan Layanan Umum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang
Berasal dari Tenaga Profesional lainnya (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor
256)

Peraturan Bupati Bandung Nomor 271 Tahun 2023
tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 271)

Peraturan Bupati Bandung Nomor 275 Tahun 2023
tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air
Minum 2023-2042 (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2023 Nomor 275)

Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana
Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor
278);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 288 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023
Nomor 288);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 289 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023
Nomor 289);



Menetapkan

242.

243.

244.

245.

246.
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Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2024
tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
Perencanaan Cicalengka Tahun 2024-2044 (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2024
tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
Perencanaan Nagreg Tahun 2024-2044 (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 2);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2024
tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah
Perencanaan Rancaekek Tahun 2024-2044 (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 3);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 72 Tahun 2024
tentang Tata Cara Penggunaan dan
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2024 Nomor 72);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2024
tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan,
Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring
dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2024 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2024.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan
Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan
adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan
tugas dan mengoordinasikan  penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan Daerah

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai

dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya
disingkat dengan RKP adalah  dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk
periode 1 (satu) tahun.

Musyawarah perencanaan pembangunan yang
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum
antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan Daerah.
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan
program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-
SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.



17.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA
SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program, kegiatan dan sub
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan
perubahan RKPD tahun 2024.
Perubahan RKPD Tahun 2024, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran
dari RPJMD dan mengacu pada RKP, yang
memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
b. prioritas pembangunan Daerah;
c. rencana kerja dan pendanaannya.
baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat
melalui Musrenbang.
Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan dokumen perencanaan
Pemerintah Daerah untuk pedoman penyusunan
rancangan KUA dan rancangan PPAS perubahan
serta perubahan APBD tahun anggaran 2024.

Pasal 3
Perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan
untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi
pelaksanaan  pembangunan baik  sektoral
maupun kewilayahan, antar sektor serta antar
lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi
maupun daerah sehingga dapat menciptakan
efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber
daya yang tersedia.
RKPD tahun 2025 bertujuan untuk:
a. mewujudkan perencanaan teknis
pembangunan daerah di tahun keempat
Pemerintahan Daerah Tahun 2021-2026;
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b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan
sinergitas pembangunan antar sektor, antar
wilayah, antar fungsi maupun tingkatan

pemerintahan,;

c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan serta evaluasi hasil

pembangunan; dan
d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara

efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
Pasal 4

(1) Dalam rangka penyusunan perubahan Renja PD
Tahun 2024, Perangkat Daerah berpedoman pada
perubahan RKPD Tahun 2024 untuk
menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan
Daerah dengan program/kegiatan/sub kegiatan
prioritas Perangkat Daerah dalam mencapai target
kinerja sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Perubahan Renja PD Tahun 2024 merupakan
penjabaran dari Renstra PD.

Pasal 5
Rancangan akhir Perubahan Renja PD sebelum
ditetapkan, dilakukan verifikasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

Dokumen perubahan RKPD terdiri atas pendahuluan,
gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi
daerah dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas
pembangunan daerah, rencana program, kegiatan dan
sub kegiatan prioritas kabupaten bandung, kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah dan penutup
serta lampiran program/kegiatan/sub kegiatan.
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Pasal 7

(1) Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPD Tahun
2024 disusun dengan sitematika sebagai berikut:

a.
b.

f.

(2) Isi

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PEMBANGUNAN SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN
KEUANGAN DAERAH

BAB IV  SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH

BAB VI PENUTUP

dan wuraian dokumen perubahan RKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-
undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 2 Juli 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 2 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,
ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 94

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

o

YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001



